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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka sebagai jawaban 

terhadap permasalahan yang diajukan di depan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pembunuhan yang berkaitan dengan sengketa tanah dalam perkara No. 

100/PID.B/2013/PN.LTK., hakim mempertimbangkan faktor-faktor yuridis 

dan faktor-faktor non yuridis. Adapun faktor-faktor yuridis yaitu: dakwaan 

JPU, tuntutan JPU, dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan oleh JPU, 

sehingga JPU dapat membuktikan bahwa unsur-unsur Pasal 338 KUHP telah 

dipenuhi secara sah dan menyakinkan oleh terdakwa PKG. 

       Sedangkan faktor-faktor non yuridis adalah hal-hal yang meringankan dan 

memberatkan terdakwa berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ternyata hakim menemukan 

bahwa pembunuhan merupakan sarana bagi para pihak yang bersangkutan 

terkait masalah tanah untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, karena 

dalam masyarakat Lamaholot diyakini bahwa pihak yang berhasil membunuh 

pihak lain dalam duel atau perang tanding terkait sengketa tanah, adalah pihak 

yang benar. Namun hakim belum mempertimbangkan nilai semacam itu 

sebagai hal yang meringankan terdakwa. Meskipun hakim selalu berpegang 
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pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, namun 

temuan berupa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Lamaholot, 

sebagaimana disebutkan di atas, perlu dipertimbangkan Hakim sebagai alasan 

yang meringankan terdakwa, sehingga putusan dalam perkara pembunuhan 

berkaitan dengan sengketa tanah di desa Bedalewun, bukan 12 tahun pidana 

penjara tetapi seharusnya lebih ringan dari 12 tahun menjadi 10 tahun penjara. 

B. Saran 

     Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Hakim sebaiknya betul-betul mempelajari dan memahami kasus dalam 

perkara yang ditanganinya sehingga dapat memberikan pertimbangan-

pertimbangan yang tepat sebelum menjatuhkan putusan baik 

pertimbangan-pertimbangan yuridis maupun pertimbangan-

pertimbangan non yuridis.  

2. Hakim sebaiknya mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat Lamaholot terkait pembunuhan dalam sengketa tanah, 

meskipun bertentangan dengan Pancasila sebagai alasan yang 

meringankan terdakwa. 
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